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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Kinerja dewan pengawas syariah pada PT.Asuransi syariah 

bumiputra kantor pemasaran syariah serang banten 

 Dewan Pengawas Syariah wajib menjelaskan kegiatan usaha 

dan perkembangan yang diawasinya kepada DSN paling sedikit 

satu kali dalam satu tahun dan dewan pangawas syariah tidak hanya 

mengawasi lembaga keuangan syariah tetapi juga melakukan 

sosialisasi kepada setiap masyarakat tentang lembaga keuangan 

syariah agar dapat maju dan berkembang.
1
 

 Kinerja dewan pengawas syariah sama dengan dewan 

komisaris hanya saja yang membedakan dewan komisaris secara 

keseluruhan perusahaan sedangkan dewan pengawas syariah secara 

kesyariahannya saja atau dalam implementasi manajemen 

pengawasannya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas 

Syariah dalam pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Kantor Pemasaran Syariah dalam 

beberapa tahapan:  

                                                             
 1 Hj Siti Haniatiannisa, Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Jiwa 

Bumiputra Syariah diwawancara oleh fiki fitrotul fauzi di yayasan syekh nawawi 

tanahara, pada hari minggu Tanggal 24 Maret 2018 pukul 12:00 
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1. Menerima laporan-laporan dari setiap prodak yang keluar 

apakah sesuai dengan syariah atau tidak jika tidak sesuai dengan 

prinsip syariah maka pimpinan unit akan segera mendapat 

teguran tetap jika masih saja menerapkan prinsip yang tidak 

sesuai maka lembaga keuangan syariah ini akan melaporkan 

kepada Dewan Syariah nasional maupun Otorits Jasa Keuangan 

(OJK) langsung   

2. laporan-laporan keuangan apakan laporan tersebut sesuai 

dengan prinsip syariah atau tidak. 

3. Melakukan pengawasan setiap satu bulan sekali dilihat dari 

kekayaan nya baik dana perusahan, dana tabarru, dan investasi 

nya ke mana di kantor pusat Asuransi Syariah Bumiputra.  

4. Membuat opini syariah, misalnya ada yang tidak ada di dalam 

fatwa DSN tidak ditemukan dan ketika dilapangan 

membutuhkan suatu langkah maka dewan pengawas syariah 

mengajukan usulan kepada DSN bahwa langkah tersebut sesuai 

dengan prinsip syariah atau tidak dan langkah tersebut bisa saja 

di setujui atau tidak oleh DSN tergantung keputusan DSN.
2
    

                                                             
2  Wawancara dengan Hj Siti Haniatiannisa, LL.B  
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Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputra Syariah, Mengatakan bahwa, Dewan Pengawas 

Syariah adalah dewan yang lebih dari satu yang ditugaskan oleh 

Dewan Syariah Nasional MUI atas rekomodasi DSN kemudian 

melakukan tes dan diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Jika dilihat dari struktur organisasi Dewan Pengawas 

Syariah kedudukannya setara dengan komisariat karena 

memiliki fungsi yang sama yaitu dalam fungsi pengawasan 

hanya saja komisaris tentunya secara keseluruhan perusahaan 

tetapi jika dewan pengawas syariah tentunya mengawasi 

kesyariahnya baik produknya maupun secara oprasional dalam 

lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah baik dari 

asuransi, perbankan, pasar modal dan lain sebagainya dan lain 

lembaga-lembaga keuangan yang berbesis syariah harus 

memiliki dewan pengawas syariah.
3
 

Dan menjelaskan tentang cara pengangkatan anggota dewan 

pengawas syariah yaitu seseorang yang harus memiliki 

keilmuan dalam bidang terkait baik asuransi, perbankan, dan 

muamalah. Beliau juga mengatakan bedanya dengan tidak 

                                                             
3
 Wawancara dengan Ibu Hj Siti Haniatunisa LL.B,MH 
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adanya dewan pengawas syariah yaitu tidak adanya yang 

mengawasi apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Syariah 

disinih didefinisikan bahwa itu harus sesuai dengan fatwa- 

fatwa yang sudah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional apakah 

sesuai atau tidak dalam pelaksanaan baik itu dalam 

manajemennya, pengelolaan kekayaannya, oprasional dan 

pemasarannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

maka itu yang di namakan fungsi dewan pengawas syariah. 

Sedangkan dalam mekanisme kinerja Dewan Penagwas 

Syariah yang terdapat dalam pedoman dasar DSN mengatur 

sebagai berikut; (a) Dewan pengawas syariah melakukan 

pengawasan secara berkala kepada lembaga keuangan syariah 

yang berada dibawah pengawasannya; (b) Dewan Pengawas 

Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan 

pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan 

lembaga tertsebut kepada DSN; (c) Dewan Pengawas Syariah 

melaporkan perkembangan produk dan oprasi lembaga 

keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang- 

kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (d) Dewan 
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Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan 

yang memerlukan pemabahasan DSN.
4
    

Adapun Kinerja Badan Pelaksaan Harian Dewan Syariah 

Nasional yaitu: 

1. Badan Pelaksaan Harian menerima usualan atau 

pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga 

keuangan syariah syariah. Usulan atau pertanyaan di 

tunjukan kepada sekertaris Badan Pelaksaan Harian. 

2. Sekertariat yang dipimpin oleh sekertaris paling lambat 

1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan atau 

pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada 

ketua. 

3. Ketua Badan Pelaksaan Harian bersama anggota dan staf 

ahli selambat-lambatnya 20 hari harus membuat 

memorandum khusus yang berisi pembahasan terhadap 

suatu pertanyaan/usulan. 

4. Ketua Badan pelaksaan harian selanjutnya membawa 

hasil pemabahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah 

Nasional untuk mendapatkan pengesahan. 

                                                             
4
 Cholis Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Ke 1, (Jakarta: Universitas 

Indonesia UI Press), 1001  
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5. Fatwa atau memodium Dewan Syariah Nasional 

ditandatangani oleh ketua atau sekertaris Dewan Syariah 

Nasional. 

 Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang 

pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-

754/MUI/ II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan 

wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa: 

 Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang 

memberi arti pertanyaan hukum mengenai sesuatu masalah 

yang timbul kepada siapa yang menegtahuinya. Barang 

siapa yang ingin mengetahui suatu hukum syara, Tentang 

masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang 

terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama 

(untuk mendapatkan keterangan mengenai hukum tentang 

masalah itu).
5
      

B. Implementasi Manajemen Pengawasan Syariah PT. Asuransi 

Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang. 

Asuransi jiwa syariah adalah usaha kerjasama saling 

melindungi dan tolong menolong diantara peserta (sahibul maal) 

                                                             
5
 Yudi Nur Riyadi, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah 

Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 7   
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dalam menghadapi terjadinya musibah (resiko), yang dikelola oleh 

perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib), risiko suatu 

kejadian yang datangnya secara tiba-tiba, dan tidak terduga 

sebelumnya yang mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi 

seseorang sehingga tingkat kesejahteraan seseorang menjadi 

menurun.
6
 

Tujuan dalam asuransi syariah yaitu seorang yang ikut 

asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk 

untuk mendapat perlindungan atas resiko manfaat tabungan maupun 

manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan.
7
 

Perusahaan Asuransi dan Rerasuransi menyelenggarakan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syariah agar perusahaan tersebut dalam menjalankan 

usahanya sesuai aturan syariah sebagaimana Peraturan Jasa 

Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola 

Perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian Pasal 40 ayat 

1 berbunyi: 

                                                             
6 Ade Jaya Sutisna,Kepala Cabang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Kantor 

Pemsaran Serang Banten, diwawancara  oleh fiki fitrotul fauzi pada hari senin 26 

maret 2018, pukul 13:00 wib.  
7
 Jarkasi, Agen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Kantor Pemsaran 

Serang Banten, diwawancara  oleh fiki fitrotul fauzi pada hari senin 26 maret 2018, 

pukul 13:00 wib 
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“Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang 

menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan 

prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah
8
 

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan pada bagian 

sebelumnya dapat di ketahui bahwa implementasi manajemen 

pengawas syariah, yaitu sangat penting didalam lembaga keuangan 

syariah dalam menerapakan manajemen pengawasannya sangat 

dibutuhkan untuk memastikan lembaga keuangan syariah bekerja 

dalam batas-batas hukum Islam dan dengan hal seperti ini 

dilakukan oleh dewan pngawas syariah yang memiliki ilmu sesuai 

dengan bidangnya maka dapat mengetahui kerangka dan batasan 

serta bahkan dalam meningkatkan kapasitasnya, dewan pengawas 

syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek 

yang di jalankan lembaga keuangan syariah tidak menyalahi 

prinsip-prinsip syariah untuk menjaga upaya nya lembaga keuangan 

syariah (LKS) pada tataran implementasi nya tidak menyimpang 

                                                             
8
 Cholis Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Cetakan ke 1, (Jakarta: 

Universitas Indonesia UI-Press, 2011), 99-100. 
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prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitas nya 

selalu berada dalam pengawasan dewan penawas syariah (DPS). 
9
 

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan 

asuransi syariah merupakan keharusan, dewan ini berperan dalam 

mengawasi manajemen, produk seta kebijakan investasi supaya 

senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun asuransi 

konvesional, maka hal itu mendapat perhatian. Semetara posisi DPS 

secara organisasi berada setiap struktur kepengurusan atau 

organisasi lembaga keuangan syariah, sehingga model struktur 

organsasi inilah yang membuat lembaga keuangan syariah (LKS) 

mempuyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan 

konvensional.  

Dewan pengawas syariah memastikan semua produk dan 

kegiatan keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah. DPS 

percaya untuk memastikan agar lembaga keuangan syariah patuh 

pada aturan Islam. Diantara penerapan manajemen pengawasan 

bahwa dalam oprasional bisnis syariah (LBS) Lembaga keuangan 

syariah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syariah: 1). 

                                                             
9
 Hj Siti Haniatiannisa, Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Jiwa 

Bumiputra Syariah diwawancara oleh fiki fitrotul fauzi di yayasan syekh nawawi 

tanahara, pada hari minggu  tanggal 24 Maret 2018 pukul 12:00  
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Mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS yang memahami 

atau menguasai fiqih muamalah. 2). Membentuk dewan pengawas 

syariah (DPS) untuk mengawasi oprasional lembaga bisnis syariah 

(LBS) / Lembaga keungan syariah (LKS) dari sudut pandang 

syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu dewan yang sengaja 

di bentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga berjalan 

sesuai dengan prinsip syariah.
10

 

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti 

fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi mengeluarkan fatwa 

mengenai kesesuaian produk asuransi dengan ketentuan 

berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah berfungsi 

mengawasai prinsip operasional yang digunakan, produk asuransi 

yang ditawarkan, serta investasi yang dilakukan oleh manajemen 

asuransi. Pengawasan ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan 

oleh manajemen asuransi itu tidak keluar dari koridor yang telah 

ditentukan syariat Islam. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah 

                                                             
10

 Ade Jaya Sutisna,Kepala cabang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Kantor 

Pemsaran Serang Banten, diwawancara  oleh fiki fitrotul fauzi pada hari senin 26 

maret 2018, pukul 13:00 wib.  
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kemungkinan besar pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak akan 

terjadi.
11

 

Dengan demikian dewan pengawas syariah adalah ujung 

tobak lembaga keuangan syariah dalam menjaga aktivitas dan 

oprasinalnya sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi 

manajemen pengawasan dewan pengawas syariah atau (DPS) saat 

ini belum berjalan optimal dalam mengawasi oprasional lembaga 

keuangan syariah karena dewan pengawas syariah di temapatkan 

hanya dalam kapasitas nya dalam ahli fiqih saja, padahal untuk 

menjadi dewan pengawas syariah tidak cukup mengandalkan fiqih 

muamalah saja secara perbankan maupun lembaga keuangan 

lainnya. Terutama dalam manajemen pengawasan nya karena 

dewan pengawas syariah hanya memberikan masukan kepada pihak 

pelaksana lembaga keuangan tersebut
12

 

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menganalisa 

bahwa yang praktekan dewan pengawas syariah pada PT.asuransi 

                                                             
11

 Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra 

Kantor Pemsaran Serang Banten. 
12

 http://agus tianto.niriah. optimalisasi dewan pengawas syariah. Com 

diakses Pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 jam 15:00 wib.  

http://agus/
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syariah bumiputra kantor pemasaran syariah serang banten sesuai 

dengan teori yang berbunyi: 
13

 

Dewan pengawas syariah adalah badan yang ada di 

lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasai pelaksanan 

keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawasan 

syariah diangkat melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi 

dari DSN. Adanya DPS setidaknya berperan aktiv dalam 

pengawasan terhadap perushan asuransi syariah agar menjalankan 

kegiatannya sesuai fungsi DPS dan manjaga nilai syariah, fungsi 

DPS seperti melakukan secara periodik pada lembaga keuangan 

syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban 

mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah 

kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan, melaporkan 

perkembangan produk dan oprasional lembaga keuangan syariah 

yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam 

satu tahun anggaran, merumuskan permasalah-permasalah yang 

memerlukan pembahasan-pembahasan.  

                                                             
13 Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, cetakan  ke 1 

(Yogyakarta: UUpress, November 2015), 12 
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Pengalaman sebagai Dewan Pengawas Syariah Di Kantor 

Pemasaran Syariah Serang 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Siti Haniatunnisa 

LL,B,M, selaku Anggota Dewan pengawas Syariah pada Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputra Syariah, menagatakan bahwa pengalaman sebagai 

DPS yaitu: Dewan pengawasan syariah  memastikan apakah kinerja 

perusahaan dalam manajemen tersebut sudah sesuai dengan prinsip 

kesyariahan, dan sistem yang diawasinya seperti keuangan, 

manajemen, dan pemasaran, yang artinya bagaimana perusahaan 

tesebut dalam menjalankan organisasinya sesuai dengan prinsip 

syariah, karena pengawas kesyariahan tersebut sudah termasuk kepada 

peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah, dan DPS hanya bertugas 

menagwasinya saja     

 Adapun salah satu faktor lain penyebab lemahnya pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah saat ini bisa terjadi karena jumlah mereka 

yang terlalu sedikit yang hanya terdiri hampir dua samapai tiga orang 

tentunya tidak akan dapat menjangkau selulur kantor cabang yang 

berada didaerah. Selain itu pengawasan yang di lakukan 

oleh dewan pengawas syariah tidak berlangsung tiap hari, bahkan 

hanya dua minggu sekali sehinga memungkinkan terjadi penyimpangan 
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dalam praktiknya, dan selama pengawasan belum menemukan 

masalah-masalah dalam pengawasan. 

Penerapan Dewan Pengawas Syariah 

Dewan pengawas syariah merupakan profesi yang lahir dan 

besar dari tuntutan publik akan adanya suatu jaminan akan penerapan 

konsistensi dan loyalitas dalam syariat Islam, dalam pengawasan ini 

dewan pengawas syariah mengawasi berdasarkan acuan regulasi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tekait dengan prinsip-prinsip asuransi 

syariah kemudian ada undang-undang tentang asuransi syariah. Adapun 

uraian dalam penerapan dewan pengawas syraiah yaitu:  

Melakukan rapat dengan direksi/divisi manajemen dilakukan 1 

bulan sekali meliputi perkembangan-perkembngan yang terjadi atau 

permasalahan-permasalahan, mendengarkan laporan manajemen, atau 

divisi laporan dilakukan 3 bulan sekali itu aturan dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga 

pemasar/agen tentang prinsip-prinsip syariah.
14

  

  

 

                                                             
14  14

 Hj Siti Haniatiannisa, Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Jiwa 

Bumiputra Syariah diwawancara oleh fiki fitrotul fauzi di yayasan syekh nawawi 

tanahara, pada hari Sabtutanggal 5 April 2018 pukul 12:00  

 



 78 

Pedoman wawancara  

1. Petingkah dewan pengawas syariah pada asuransi syariah.? 

2. Bedanya ada dewan pengawas syariah dan tidak adanya dewan 

pengawas syariah.? 

3. Apa syarat menjadi dewan pengawas syariah.? 

4. Bagaimana mekanisme pengakatan dewan pengawas syariah.? 

5. Bagaimana penerapan pengawasan yang dilakukan oleh dewan 

pengawas syariah.? 

6. Apa Saja kinerja dewan pengawas syariah dalam melakukan 

pengawasan.? 

7. Bagaiaman sistem kinerja dewan pengawas syariah dan seperti 

apa.? 

8. Berapa kali pengawasan dewan pengawas syariah dilakukan dan 

berapa tahun sekali membuat laporan.? 

9. Apa saja yang menghambat dewan pengawas syariah dalam 

melakukan pengawasan.? 

10. Apa saja yang harus diterapkan oleh dewan pengawas syariah 

dalam melakukan pengawasan.? 

11. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan 

pengawasan.? 
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12. Bagaimana kedudukan dewan penagawas syariah di asuransi 

syariah.? 

13. Apa dewan pengawas syariah selalu melakukan pengawasan ke 

kantor pemasaran  syariah Bumiputra Serang Banten.?    


